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ABSTRAK
erumahan merupakan suatu tempat hunian bagi manusia untuk dapat berlindung serta tinggal dengan ras
an dan nyaman. Kepemilikan rumah sebagai tempat tinggal merupakan suatu hak dasar manusia yang h:
ipenuhi oleh negara karena diatur dalam Pasal 28 H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
ahun 1945. Barbagai upaya dilakukan ncgara untuk mewujudkan kewajiban dalam meningkatkan|
erindungan masyarakat, salah satunya ialah dengan merancang pembangunan perumahan subsidi. Perumahan|
bsidi merupakan suatu rumah yang diperuntukan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)|
eradaan rumah subsidi harus diimbangin dengan pembangunan fasilitas umum, namun hal ini tidak selalyj
erjalan sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan|
wasan Permukiman, tidak jarang pihak pengembang perumahan yang lepas tanggung jawab dalam
enyedian fasilitas umum perumahan sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak pembeli perumahan dalam|
al ini konsumen. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis memiliki rumusan masalah yaitu: 1) Bagaiman
ggung jawab PT. Lingga Karya Pratama selaku pengembang perumahan dalam pemenuhan fasilitas um
ada Perumahan Subsidi Pesona kabil di Kota Batam? 2). Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi
onsumen akibat tidak terpenuhinya penyediaan fasilitas umum pada Perumahan Subsidi Pesona Kabil di Kot

di dokumen. Kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan penulis ialah 1). Sampai saat ini tidak a
ggung jawab atas perbuatan pengembang perumahan dalam meningkatkan pemenuhan fasilitas um
erumahan. 2). perlindungan hukum secara perdata meliputi dua hal yaitu preventif dan represif. Apabil
rjadi kerugian yang dxalamx oleh pihak konsumen dalam hal ini tidak terpenuhinya fasilitas umum perumah
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ABSTRACT

Housing is a place for humans to seek shelter and live safely and comfortably. Home ownership is a basid
human right that must be fulfilled by the state as stipulated in Article 28 H of the 1945 Constitution of the
Republic of Indonesia. The state has made various efforts to fulfil its obligation to improve public welfare,
one of which is by designing subsidised housing developments. Subsidised housing is housing intended fon
low-income communities (MBR). The existence of subsidised housing must be balanced with the development
of public facilities, but this does not always run in accordance with the provisions of Law Number 1 of 2011
concerning Housing and Settlement Areas. It is not uncommon for housing developers to shirk thein
responsibility in providing public housing facilities, resulting in losses for housing buyers, in this case
consumers. Based on this background, the author has formulated the following problem: 1) What is the
responsibility of PT. Lingga Karya Pratama as a housing developer in fulfilling public facilities at the Pesona
Kabil Subsidised Housing Complex in Batam City? 2) What form of legal protection is available to
consumers due to the failure to provide public facilities at the Pesona Kabil Subsidised Housing Complex i
Batam City? The approach used in this study is a legal-empirical approach. The data used are primary and
secondary data. The data collection techniques are interviews and document studies. The conclusions of the
research conducted by the author are 1). To date, there is no responsibility for the actions of housing
developers in improving the fulfilment of public facilities in housing. 2). Civil legal protection covers two
things, namely preventive and repressive. If consumers suffer losses due to the non-fulfilment of public
housing facilities, they have the legal right to claim compensation from the housing developers.
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